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ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mergetahui kedudukan hukum ekonomi syariah di
Indonesia dalam berbagai perspeldgdsiologis, yuridis, danpolitisPenelitian ini menggunakan
penelitian hukum normatif denganeneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier terkait dengan permasalahan peneli@am konteks ini yangliteliti
adalahdasarhukum ekonomi syariah yang berlaku ditinjau kedudukannya dalam tata hukum di
Indonesia. Pertamaspek sosiologis. Kedua, aspek yuridis. Ketiga, aspek politis. Selanjutnya,
juga ditinjau berbagai regulasi atau ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku saat ini.
Selain itu, juga dilakuan tinjauan terhadap prospek ekonomi syariah di Indonesiggachkan
memberikan gambaran yang memadai tentang kedudukan hukum ekonomi syariah di Indonesia
Hasil penelitian ini bisa disimpulkan: (Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum
di Indonesia jika ditinjau dalam perspektif sosiologis, maka hulak@onomi syariah pada
dasarnya telah eksis dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Agama Islam
sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia turut mendukung kegiatan
ekonomi syariah sejak masa lampau hingga saat ini. Utamdalam kegiatan perbankan
syariah dengan segala kekurangan dan kelebihannya yang telah berkontribusi positif dalam roda
perekonomian di Indonesié2) Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di
Indonesia jika ditinjau dalam perspektif yuridis, rmdkukum ekonomi syariah telah memperoleh
legitimasi dan kepastian hukum secara formal. Dalam hal ini, pelembagaan hukum ekonomi
syariah merupakan salah satu bentuk konkretisasi proses transformasi subsistem hukum ekonomi
Islam menjadi bagian yang utuh dalasistem hukum nasional. Lebih lanjut, sumber hukum
dasar sebagai sandaran ekonomi syariah di Indonesia adalah ketentuan ayat 1 Pancasila dan
ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Adapun landasan hukum tertulis dalam konteks hukum ekonomi
syariah di Indonesia memlj pada berbagai ketentuan perundandangan dengan segala
produk peraturan hukum pelaksanaann{®.kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata
hukum di Indonesiadalam perspektif politisAdanya aspirasi umat Islam di Indonesia yang
menghendaki pembeKaan ekonomi syariah sebagai hukum positif juga harus
diimplementasikan dalam bentuk politik hukum. Dalam hal ini, politik hukum membantu untuk
melihat sejauh mana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Baik, sebagai dasar
pertimbangan maupun pembahasadangundang atau ketentuan peraturan lainnya, bahkan
hingga dataran implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesiat. Saat ini, telah terdapat
berbagai regulasi hukum yang mengatur tentang kegiatan ekonomi syariah di Indonesia saat ini.
Diantaranya Undag-Undang Zakat, Undargndang Wakaf, Undangndang Perbankan
Syariah, UndandJndang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Untbamtang Asuransi
yang mengatur tentang asuransi syariah, Undamipng Peradilan Agama, Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, Himpwuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia {DSN
MUI) serta Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
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PENDAHULUAN

Berbagaikegiatan ekonomi syariah di Indonesia telah mengatsrkembangan yang
pesat dan signifikan. Pesatnya kegiatan ekonomi syaridhddnesia pada awalnya belum
diringi dengan dukungan regulasikum ekonomi syariah yang memadai. Namun, hal itu tidak
mendhambat laju aktifitagkonomi syariah di Indonesia

Realitas saat ini, telah dibentuk berbagai regulasi di bidang ekosyarah. Hal itu
ditujukan agar segala aktifitas ekonomi syariah yang mempguala ketentuan hukum Islam juga
dapat sejalan dengantkatuan hukum nasiongang berlaku di Indonesia.

Menjadi menarik ketika hukum ekonomi syariah yang berlaku ditikgdudukannya
dalam tata hukum di Indonesia. Adapun tinjauan tersebut difzalgi tiga aspek. Pertama, aspek
sosiologis. Kedua, aspek yumdiKetiga, aspelpolitis. Selanjutnya, juga ditinjau berbagai
regulasi atau ketentuan hukuwekonomi syariah yang berlaku saat ini. Selain itu, juga dilakuan
tinjauan terhadaprospek ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga, akan memberikan gambaran
yang meradai tentang kedudukan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Beranjak dari latar belakang tersebut, malemelitianini akan membahasiengenai
kedudukan hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam beripagspektif. Adapurpenelitian
ini berjudul: Kedudukan bkum Ekonomi Syarialdalam Tata Hukum di Indonesia (Perspektif
Sosiologis, Yuridis dan Politis).

METODE PENELITIAN
1. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mebalitan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersierit teidsagan permasalahan
penelitian.
2. Sifat penelitian bersifat preskriptif analisis dimaksudkan memberikan argumentasi atas hasil
penelitian yang dilakukan, berguna memberikan penjelasan, petunjuk, dan fakta hukum
3. Tipe penelitian inireform oriented, yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi
pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan atas peraturan
mana pun yang dibutuhkdnDalam hal ini dikaji dasar hukurdan kedudukan ukum
ekonomi gariah dalamtata hukum di Indomesa dalam perspektifasiologis, yuridis dan
politis.

!Peter Mahmud MarzukPenelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2009. him.32.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Umum tentang Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang didasarkan pada wahyu ilahditasankan
dalam rangka kemaslahatan dan kesejahteraan umat makmiami syariah berakar kuat pada
norma dan etika islami yang bersumber dari ketentu@ualr * an dan hadi s maupu

Ekonomi syariah juga merujuk pada beberapa konsepsi fundamentaldsbixtzim Islam.
Pertama, konsep tauhid, yaitu suatu konsep menyeluruh lyarkgitan dengan ketundukan
secara total dari seorang hamba kepada Allah Isedua, konsep risalah dan nubuwah yang
menyediakan pedoman pada setgpek kehidupan manusia dalam b&nkiab suci berikut
aplikasinya dalanpraktik yang direkam dalam bentuk hadis dan tradisi. Ketiga, konsep akhirat
sebagai suatu konsep di mana seluruh manusia pada akhirnya akan dihissuaihsamal
perbuatannya, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Katnkonsepkesejahteraan ekonomi
sebagai kerangka acuan untuk merealisasikan kehidupan yang baik dan berkReadilan.

Dapat dipahami bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatasilgangan oleh
orang perorang, kelompok, badan usaha yang berbadamlawéu tidak berbadan hukum dalam
rangka memenuhi kebutuhan yang berskamersial maupun nonkomersial sesuai dengan
prinsip syariah. Hal ini merujupada ketentuan Pasal 1 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah.

Penerapan ekonomi syariah bertujuan unnéteaisasikan kehidupamasyarakat yang
adil dan sejahtera. Ekonomi syariah turut menciptakan stabékasomi bangsa. Hal itu
didorong praktik ekonomi syariah yang mengedepangarakan sektor riil berlandaskan
ketentuan syariat, sehingga menumbuhi&esnomi rakyat hingga ekonomi nasiofal.

Adapun hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkieitaan
praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bkosifatsial dan tidak
komersial yang didasarkan pada hukum Islam. dtajnukumekonomi syariah dalam studi
hukum Islam termasuk dalam kajianadlkam aligtishadiyah wa aimaliyah (hukurahukum

2 Istilah ekonomi syariah lebih dikenal di Indonesia. Sedangkan, di neggesa lain dikenal dengan nama
ekonomi Islam (Islamic Economy,-ajtishad allslami). Perbedaan tersebut pada dasarnya hanya perbedaan dalam
konsepsi. Namun, secara subtansi memiliki arah yang sama. Dalam hal ini, konteks ekonomi sesuai dengan syariat
Islam. Lihat Khursid Ahmad dalam Ahmadi Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,
Yogyakarta: LKiS, 2017, him. 31

3 Hasbi Hasan dalam Ahali Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta: LKiS,

2017, him. 15

4 Ahmadi Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2017, him. 16.
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ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari stattkam almu’ amal ah ( f i
muamalah?.

Fikih muamalah secara umum bermalaturaraturan Allah swt yangnengatur manusia
sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat dudapin secara khusus, fikih
muamalah mengatur berbagai akad atau transaksiry@ngoolehkan manusia saling memiliki
harta benda dan saling tukaenukar manfadterdasarkan syariat Islam. Fikih muamalah dalam
pengertian khusus ini lebih berfokus pada dua hal. Pertamaudl a ma-madigah éhttkum

kebendaan), yaitu aturan syara’ ber kait-an den
muamalah aladabiyah (hukum peredaran harta lewat ijab kabul/transaksi), yaitu -aturan
syara’ yang berkaitan dengfan manusia sebagai

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah dapat dikelompokan dalam dua kat@gdema,
sumber primer (mashadir ashliyyah), yaitu surrdaenber hukum Islangang telah disepakati
oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujjah dan rujukan dalam penetapan Hukkum

syara’, -Qed’i@putdaml hadi s. Keduaab'siuynpah) sekm
hukum Islam lainnya yang diguakan sebagai hujjah dan rujukan dalam penetaparhildanm
syar a’ .

Al-Qur’an

Al-Qur > an adal ah sumber pertama d@yarmh. Dit ama |
dalamnya terdapat hal ihwal yang berkaitan dengasémserta hukum yang berkaitan dengan
ekonomi syariah. Berikut beberapa ayaQal r 'mangenai ketentuan ekonomi syariah.

a. Ayat tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba sebagaimana terdapaQdalaih
Bagarah (2): ayat 275:

A yBzBPUEABIEE > VSRt Yx ¥ aphyt ¢ @eSapy BE B
Ch BB Ul * Y6 I EBOE q PIBE $Q) & N EBEN DTRY H HEREPR! ¥ 18
Pebc (%BE i & &y UNBYER B By(ES g WLy v BB yFBUNME B
46D P
Artinya:

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka

5 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2019, him. 2
8 Ibid.
"Depag RI,AIQur > an Terjemahan, Si®8simats.g: CV. Toha Putr a,
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yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama
dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil
riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu
adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

b. Ayat tentang perintah pencatatan/pembukuan yang baik dalam masalah utang piutang. Hal
itu terdapat dalam Q.S. /aqarah (2): ayat 282:

7R BAH- GEIpEE % W BEY & @I GA/GSR) (AT IBYI
‘y B + VB@RAE@ @ISR P2 F EBiakE™oz § yqREEY
v BREdR ROy °y Bieh + ViBaale JEL (MBE v @ y g UWIuEScEm
BEafe (85 B0 BedCk ¢Bo ES DEEN Ui @A ¢ @ AakPAITEO
td o Yhim) G SakNGIOB B ape & AB o K% @A té ol U FpA{
#ig  ERHk MERSaRMITE Sy qIpAD BR) AFO B2 Ky B tfF 1BY 1§ F)
R PH  pASasi) (e V. ER) 1 (DD Rek) E $§ 7 8 | eREATS ARy &2
AR Ay g DI SR/R) (BT ©&) By pERSY.Rk WA FAGAR GeEp W YRABENR %o
@ 1ERESG PRy ESOYT BB 1 8pié URspgE8a)jg BAKL v qi ™6

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah[179] tidak secara tunai

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di
antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya

8 bid., him. 66.
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sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua
oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu
ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi
itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih
adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah mu‘amalahmu itu), kecuali jika mu‘amalah itu perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.
dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha
mengetahui segala sesuatu. ”

[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan
sebagainya.

c. Ayat tentang perintah untuk memenuhi akad. Hal itu tetddplam Q.S. Al Maidah ayat
19

°BEWK BRGNZ HA\BY) OWEE 84y jENASEE €3 oy HhEROBAE DB

3eh i\ BAAE E $0) BH BER B B

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang
ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya. ”

[388] Agad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang
dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Beberapa ayat di atas merupakan kerangka dasar konsepsi ekonomi dyatdin.
berbagai ayat tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam mendmoggnutnya untuk

91bid., him. 152

55



p-ISSN No. 23374667, elSSN NO. 1359957835
Agustus2022, Vol 10 No. 02

memperoleh rezeki secara &adan baik yang dikaruniakan olgkilah Swt. Lebih lanjut,
berbagai ayat tersebut dijadikan sebagai pedoman geksanaan kegiatan ekonomi syariah.

Hadis

Hadis yaitu setiap perkataaga(liyah), perbuatanf{’liyah) sertapenetapantéqririyah)
Rasuullah Saw. Hadis merupakan sumber hukum kedliam hierarki sumber hukum Islam.
Demikian halnya sumbemkum di bidang ekonomi syaridhBerikut beberapa hadis mengenai
ketentuan ekonomi syariah.
a. Hadis tentang upaya untuk mendapatkan materi/harta demgalburambu yang telah

ditetapkan

Agama Islam mendorong penganutnya berupaya untuk mendapadken’harta dengan
berbagai cara, asalkan mengikuti rarntambu benar. Salah satu hadis Rasulullah Saw yang
terkait sebagai berikdt:

F BIOE b oF6 MBIN Aok rzA

Artinya:
“Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai deng
syarat yang mengharamkannya yang halal atau m

Dapat dipahami bahwa ramibbamhu tersebut diantaranya mencari ydrajal lagi baik,
tidak menggunakan cara batil, tidak berlebifetnihan/melampauibatas, tidak didzalami
maupun mendzalimi, menjauhkan diri dari unsur ribaaisir (perjudian) dan gharar
(ketidakjelasan) serta tidak mplhkantanggunngjawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah.
Hal ini yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan perekonomian konvensional yang
menggunakan prinsip kepentingan pribadi sebagai dasar perumusan konSepngag muslim
yang baik adalah meka yang memperhatikan fakifaktor dunia dan akhirat secara seimb&ng.

b. Hadis tentang konsep Islam agar tidak mengambil hak orang lain

Konsepsi hukum Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkaya dan tidak
mengambil hak atau bagian orang laMelalui keadilan ekonomisetiap individu akan
mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masitsingkepada masyarkat. Setiap individu
juga harus terhindar dari eksploitasi individainnya. Peringatan akan ketidakadilan dan
eksploitasi bertujuan urkumelindungihakhak individu masyarakat dan untuk meningkatkan
kesejahteraan umum sebagai tujuan umat Islam. Rasulullah Saw bérsabda:

10 A, Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1978, him. 151

11 Abu Isa bin Muhammad bin Isa-@trmidzi, Sunan affirmidzi (a-J a mi-Shahih)| Juz llI, Kairo: Maktabah-al

Halabi, 1967, him. 536

12 penyeimbang aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik dalam ekonomi syariah. Perpaduan
unsur material maupun spiritual tersebut tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, seperti dalam ekonomi
kapitalis maupn sosialis. Lihat Ahmadi Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,
Yogyakarta: LKiS, 2017, him. 118.

13 Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad, Juz 7, Beirut: D&ikal 1994, him. 64.
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w B Fery®f KOFADECBTRER F 1A iy FK 9 HbH fobr L,

Artinya:
“Wahai ma n u s i adzalimaam kketitlakaailan) sekah sesukgguhnya dia akan
menj adi kegel apan pada hari pembal asan nanti?”

Sumber-sumber Hukum Islam lainnya

Sumbersumber lainnya yang dimaksud di sini adalah sumber pelengledgm
pemberlakuan ekonomi syariah sepejtihad, ijma, giyas, istihsan, maslahah mursalah, ‘urf,
istishab dansadz dzariah. Dalam konteks ini berupproduk ijtihad yang dimuat dalam kitab
kitab fikih, utamanaya terdapat dald@rbagai kitab fikin yang secara khusus membahas tentang
fikih muamalah.

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
Terdapat beberapa prinsip hukum Islam berkaitan dengan implementasi ekonomi syariah.

Adapun prinsip hukum ekonomi syariah sebagai bettkut:

a. Prinsip keadilan (al adal ah) sebagai prinsip iyaspelg pal i
kehidupan. Sebagaimana Allah Swt memerintahkan berbuat adil diantara sesama manusia
dalam banyak ayat-®ur ' an, s e-Naeht atyat 90,(.SSAHasy myat 7, Q.S. Al
Maidah ayat 8;

b. Prinsip kebaikan (ahsan) dalam hal pemberian manfaat dagp orang lainebih daripada
mengambil hak orang lain;

c. Prinsip akuntabilitas/pertanggungjawabanned s * ul i y ah) yang mel i put
yaitu pertanggungj awaban antara -afradjpdi vi d
pertanggungj awaban dyyhamu jmatsayma)ak at ( mas’ u

d. Prinsip keseimbangan (washatiyah). Dalam hal ini, syariat Islam mengakupribadi
dengan batabatas tertentu. Syariat Islam menentukl@seimbangan individu dan
kepentingan masyarakat;

e. Prinsip kepatuhan hukum;

f.  Prinsip kejujuran dakebenaran;

g. Prinsip transaksi yang terbebas dari riba (penambahan yang tidak halal), gharar
(ketidakjelasan), maisir (judi), tadlis (penipuan), haram maupun dzalim;

h. Prinsip akad transaksi harus tertuliskahbah), tegas, jelas dan pasti;

i.  Prinsip kebebasaberkontrak (ahurriyah);

j.  Prinsip kerelaan (aridha);

k. Prinsip i’tikad bai k;

I.  Prinsip kemanfaatan;

m. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.

14 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Sfadalam Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2010, him. 76
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A. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum di Indonesia (Perspektif
Sosiologis, Yuridis dan Politis)

1. Positvisasi Hukum Islam di Indonesia

Positivisasi dalam pengertian sederhana adalah memformat WKasegp hukum
menjadi perundangan negara. Positivisasi hukum Islam adalah mwesies atau cara untuk
membentuk hukum Islam sebagai hukum serta sunthé&um na®nal guna mengisi
kekosongan hukum positif. Hal itu mengarah pag@ya menjadikan hukum Islam sebagai
hukum nasional maupun berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap
hukum nasional®

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapaagiitke dalam beberapperiode.
Pertama, masa sebelum kolonial Belanda menjajah nusantara. Kexllea,masa kolonial
Belanda menjajah nusantara. Ketiga, pada masa penjajapang. Keempat, pada masa awal
kemerdekaan Indonesia. Kelima, masa setelah ta®izdh Hingga saat iff

Hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum nasional bersama Hadmaindan
hukum adat. Beberapa ketentuan hukum Islam yang dimasukkdal&® beberapa peraturan
perundangundangan, diantaranya dalam Undakindang Zakat, Undargndang Perbankan
Syariah dan UndarbgindangPeradilan Agama. Selain itu, juga dalam ketentuan umum yang
secara substangiimuat dalam Undan@yndang Perkawinan. Mengupayakan nosmoama
hukumlslam menjadi hukum positif pada dasarnya merupakan upaya transfbukas Islam
sebagai ius constituendum ke dalam hukum nasional sebagai ius constitutum.

2. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum di Indonesia (Perspektif
Sosiologis, Yuridis dan Politis)

Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Irelam@apatitinjau dalam
berbagai perspektif. Diantaranya dalam Perspektif sosiolggrilis maupun politis. Berikut
pembahasan mengenai berbagai perspektif tersebut.

a. Perspektif Sosiologi

Secara sosiologis, kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tatan ldikimdonesia
pada dasarnya telah eksis dan memperoleh dukungan luasamrakat Indonesia. Agama
Islam sebagai agama mayoritas yang dianut otetsyarakat Indonesia turut mendukung
kegiatan ekonomi syariah sejak malsanpau hingga saat ini. Utamanylalam kegiatan
perbankan syariah dengaagala kekurangan dan kelebihannya yang telah berkontribusi positif
dalam roda perekonomian di Indone$ia.

15 Dalam konteks ini, maka positivisasi hukum Islam berbeda dengan legislasi hukum Islam yang bermakna hanya
mengarah pada upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Lihat Ahmadi Hasarie§éjtarsih

Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2017, him. 7

16 panggabean Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal dalam Ahmadi Hasan, Op. Cit., him. 189.

17 Ahmadi Hasan, Op. Cit., him. 12

8 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum Persjigktikum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi
Syariah, Jakarta: Kencana, 2016, him. 426.
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Terdapat sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensionabtigasekarang ini
mulai melirik sistem gariah. Dalam hal ini, ekonomi syariaherupakan pasar yang potensial
karena mayoritas penduduk Indonesia beragésiaan. Selain itu, didukung kesadaran umat
Islam untuk melakukan kegiatakonomi secara Islami. Potensi tersebut menjadi modal bagi
perkembagan ekonomi syariah di masa datang. Selain itu, terbukti bahwa institusi ekonomi
yang menerapkan prinsip syariah mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda
Indonesia-®

Konsep ekonomi syariah di Indonaslahir sekitar tahun 198n2° Namun, mula
diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Baaikalat Indonesia sebagai
bank syariah pertama berdiri yang kemudian diikilgih lembagdembaga keuangan lainnya.
Pada waktu itu sosialisasi ekonosyariah dilakukan masirgasing lembaga kexngan syariah.
Selain itu, momerpenting yang tercatat dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia
berdasarkan pengalaman saat krisis ekonomi yang terjadi dalam rentangl@@ktsampai
1998an?! Fakta menunjukkan bahwa perbankan syariah tidedeet badai krisis dan menjadi
salah satu sektor perbankan yang tidak perlu dilakukan rekap oleh pem&rintah.

Sektor ekonomi syariah lainnya yang juga mulai berkembang adalafansi syariah.
Prinsip asuransi syariah pada intinya adalah kejelasan danamgajandung judi dan riba atau
bunga. Sama halnya dengan perbankan syarnaihat potensi umat Islam yang ada di
Indonesia, prospek asuransi syariah sanganhjanjikan. Dalam sepuluh tahun ke depan
diperkirakan Indonesia bisa menjadi negara yang pasearasnya paling besar di durfia.

Ekonomi syariah di Indonesia, berkembang sangat cepat, terutaimdadigbidang
perbankan syariah. Kegiatan berupa bisnis syariah sbelahunculan di marmana. Seperti

19 |bid.

20 pengertian prinsip ekonomi syariah secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1-Whskaryg Nomor 10 Tahun

1998 yang menjelaskan bahwa prinsip syariah addlalan perjanjian berdasarkan Islam antara bank dan pihak lain
untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan
syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabaip)jyaireli dengan barang dengan
memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan
(ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak
lain (ijarah wa igtina)Lihat Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, him. 247.

21 Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998, tingkat bunga simpanan berkisar antara
50% sampai dengan 65% di mana waktu itakbenendapat kesulitan menyalurkan dananya pada tingkat bunga
pinjaman di atas tingkat bunga simpanan. Bank konvensional yang mengalami tekor, mismatch, dan negative spread
pada waktu itu adalah merupakan gejala umum. Pada saat itulah perbankan mengagdi kamb lumpuh bahkan

tidak berdaya menghadapi spread yang terjadi karena perubahan kurs dollar terhadap rupiah, sedangkan bank
syariah tidak terkena dampak krisis tersebut. Lihat Wirdayaningsih, dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,
Jakarta: Kencam 2006, him 156.

22 pada sektor perbankan saja misalnya, sampai tahun 2015 jumlah kantor cabangabkngyariah sudah
mencapai 586 cabang dan 1508 kantor cabang pembantu. Prospek perbankan syariah di masa depan diperkirakan
juga akan semakin cerah. Hadrsebut pernah diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia, ketika dipimpin
Burhanuddin Abdullah yang mengatakan bahwa Hzark yang ada sekarang bisa memanfaatkan kebijakan dengan
dihilangkannya Batas Minimum Penyaluran Kredit (BMPK) untuk melakukan pgeayepada bank lain. Hal ini
merupakan satu kesempatan baik bagi bank untuk membukanitngyariah. Misalnya bank A yang merupakan

bank konvensional akan bisa melakukan penyertaan di bank syariah tanpa dibatasi oleh BMPK. Lihat Amran Suadi
dan Mardi Cadra, Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, Jakarta:
Kencana, 2016, him. 426.

23 Muhammad, Lembaga Ekonomi Syariah, Yogyakarta: Graha llmu, 2007, him. 82.
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hotel syariah, travel syariah, bengkel syarighraoke syariah, supermarket syariah dan lain
sebagainya. Perkembangakonomi berbasis syariah yang dinamis juga terus didukung oleh
regulasi yangoaik, termasuk adanya fatwa Dewan Syariah Nasibiaglis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) yang dapat menjadi landas&egiatan maupun produk ekonosyariah lainnya.
Ketentuarketentuan yang dipegang dalam menjalankanekonomian syariah di Indonesia,
didasarkan pada fatwa DSN sudah bangi&dopsi menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI).
Dewan Syariah Nasionakebagaiembaga yang bertugas mengkaji, menggali dan merumuskan
nilai danprinsip-prinsip hukum Islam (syariah), dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman
dalam kegiatan transaksi pada industri keuangan sy#riah.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka selayakrya @leonomsyariah dioptimalkan
dan didukung secara maksimal terutama bagi umat Is&etain memberikan keuntungan
material, dalam sistem ekonomi syariah jug@laksanakan amal sesuai dengan petunjuk ajaran
agama Islam. Melalui sisteekonomi syariah, @ha menjadi lancar dan mendapat keberkahan
serta tidakmenimbulkan keraguan bagi masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia.

b. Perspektif Yuridis

Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia secatia telah
memperoleh legitimasi dakepastian hukum secara form&lalam hal ini, ekonomi syariah
dalam perspektif yudiris mengandung makpehwa pelembagaan hukum ekonomi syariah
merupakan salah satu bentkinkretisasi proses transformasi subsistem hukum ekonomi Islam
menjadi bagiaryangutuh dalam sistem hukum nasional dan menjadi seperangkat aturan yang
mengatur sistem operasional kegiatan ekonomi syariah. Pada giliramepperkuat otoritas
hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekogsganiah. Dalam pengertian ini,
eksistenstdan pemberlakuan otoritas hukum Isleetah mendapat regulasi secara yuridis formal
dalam tertib hukum kegiatan usaha bisnis perbankan dan bahkan dalam kegiatan ekonomi
syariah?®

Apabila merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undamgiang Nomor 12 TahuR011 tenang
Pembentukan Peraturan Perundangangan berbunyi sebagai berikdenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-
Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e.
Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara konstitusional, dasar hukum ekonomi syariah juga berpijalapada Pancasila
sertaUUD 1945 sebagai dasar negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang
berbunyi, bahwa “K&tghgnamr Yang Meha &sa;sdanr (2) Bleégaras menjamin
kemerdekaan tiagap penduduk untuk memeluk agamanya masiagsing dan untuk bemllat

24 Amran Suadi dan Mardi Candra, Op. Cit., him. 427.
25 |bid., m. 423. Lihat pula Ahmadi Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta:
LKiS, 2017, him. 22
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menur ut agamanya dan kepercayaannya itu”. K
pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang diakomodir oleh¥egara.

Legalitas hukum ekonomi syariah juga telah diakomodasi dalam berpagsuran
perundaganundangan nasional. Diantaranya melalui UnddngangNomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Th9®2 tentang Bank berdasarkan
Prinsip Bagi Hasil, Undargyndang Nomor 10rahun 1998 tentang Perubahan Undaimglang
Nomor 7 Tahun 1992 tentanBerbankan. Kemudian, diperkuat melalui Undéahglang Nomor
23 Tahun 1999entang Bank Indonesia, hingga diundangkannya Untdamtang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal itu menunjukan kedudukan ékibmomi syariah
dalam a&ta hukum di Indonesia, terutama di dalam sisigenbankan di Indonesia, telah
memperoleh legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis féfmal.

Dalam konteks totalitas sistem hukum perbankan, prinsip syariah sebagan
perjanjian berdasarkan hukumasi merupakan satu spesifikasi atueddkam al-mu’amalah
dalam Islam, terutama seperangkat atuahkam al-igtisadiyyah wa al-maliyah yang telah
diaktifkan secara legal formal daitransformasikan menjadi subsistem hukum positif. Aplikasi
prinsip syariahsebagai bentuk pengembangan dari prinsip bagi hasil berdasarkan syariah, atau
prinsip muamalah berdasarkan syariah di dalam operasional kegiatanpesbaakan, pada
pokoknya merupakan suatu landasan pola hubungan bank dengann nasabah dalam sistem
operasimal kegiatan usaha perbanikdn.

Sumber hukum tertulis dalam bentuk produk Peraturan PemerintahydR@)berlaku
sebelum diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 dan sé&uagaung menjadi sandaran
sistem operasional kegiatan usaha bank berdasgmkasip swriah, antara lain berupa PP
Nomor 72 Tahun 1992. Selain itu, tentu ssggala produk peraturan perundamglangan yang

26 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa konsekuensi logis dari kohe@ensi alan dan sunnah se
bentuk konsistensi prinsigetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, maka:

(1) Sistem Ekonomi Syariah sebagai bagian utuh dalam totalitas sistem hukum ekonomi Indonesia kontemporer,
sumber dasarnya secara legal formal mencakup Pancasila, sebagaimatexcgartgm dalam Pembukaan UUD

1945 sebagai sumber hukum dasar dan UUD 1945 merupakan sumber hukum dasar tertulis; (2) Sistem ekonomi
sebagai satu subsistem hukum muamalah Islam yang didasarkan pada ketentuan no@atif alan dan s un:
sebagai sumber kum fundamental yang utama, pada hakikatnya merupakan konsistensi dan perwujudan nyata dari
haki kat “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”
1945. Lihat Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik HukBerspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta
Ekonomi Syari ah, Jakart a: Kencana, 2016, hl m. 424, Li|
dalam Tatanan Hukum Narsal ldukumlislam daA Prankta Sokidl lslémg Yol. 5, 080

2017, hal. 78.

27 |bid., him. 423.

28 Terkait dengan regulasi, dalam aplikasi sistem perbankan Indoesia, untuk sandaran legitimasi dan kepastian
hukum secara yuridis formal, tidak kurang dari sepuluh pasal di dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 telah arenentuk

bahwa regulasi kebijakan perbankan sepenuhnya dikuasakan pada otoritas Bank Indonesia (Bl). Sebaliknya, regulasi
yang dikuasakan dalam bentuk PP hanya terdapat lima pasal saja. Bahkan, produk regulasi pada tingkat yuridis
teknis selain berupa PP dan g¢u& BI, juga dalam bentuk fatwa DSN. Dalam Undahglang Nomor 23 Tahun

1999, sebagaimana telah diubah dengan Untdlrtang Nomor 3 Tahun 2004, produk hukum operasional berupa
Peraturan Bank Indonesia (PBI) tidak kurang dari 12 kali disebutkan dan teradhatl pasal. Lihat Amran Suadi

dan Mardi Candra, Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, Jakarta:
Kencana, 2016, hl m. 425, Lihat pula Titik Triwulan Tu
PerbankalNasi onal ”, Jurnal Muqtasid, Vol. 7, No. 1, 2016,
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berlaku sebagai sumbkukum tertulis, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait
denganoperasional kegiatan usaha ekomojuga dapat menjadi sumber hukum tertldesyi
sistem operasional ekonomi syariah, sepanjang tidak bertentangan ganggnhukum syariah
Islam. Dalam hal ini, fatwa Dewan Syariah Nasidvalelis Ulama Indonesia (DSMUI) dapat
dikategorikan sebagaumber yang bersifat hukum dan menjadi sumber hukum tettulis.

Terkait dengan pengawasan, kegiatan muamalah di bidang ekeyamnah (komersial
dan nonkomersial) dikendalikan oleh lembaga swasta (blémabaga negara), yakni Majelis
Ulama Indonesia (MUI)Dalam konteks ini, MUmemiliki tiga institusi terkait, yakni Dewan
Syariah Nasional (DSN), DewaRengawas Syariah (DPS), dan Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BasyarnaspPedoman kegiatan ekonomi syariah didasarkan pada fatwa DSN, praktik
ekonomi LKS diawasi oleh DPS dan sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Basyarnas.
Dengan demikian, peran MUI dalam pengembangan ekonomi sylirggdnesentasikan melalui
tiga lembaga terkait, DSN, DPS dan Basyarnas, yang massglg mempunyai tugas dan
peran tersatiri dan saling melengkag.

Pada tahun 2006 juga dibentuk Unddshgdang Nomor 3 Tahun 20@éntang Perubahan
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilagama. Perubahan tersebut
membuahkan hasil yang baik bagi perkembangatum ekonomi syariah dndonesia. Pasca
UndangUndang Nomor 3 TahuR006 tersebut ditetapkan, maka kewenangan pengadilan agama
menjadi bertambah. Sehingga, tidak lagi hanya berwenang dalam menerima, memeriksa,
memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa di bidang perkawararkedarisan,
melainkan juga di bidang ekonomi syariah. Hal tersebut diatur sekapdisit dalam Pasal 49
bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenamgeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara di tingkat pertama antara oramgng yang beragama Islainbidang: a. perkawinan; b.
waris; c. wasiat; d. hibale. wakaf; f. zakat; g. infak; h. shadagah; dan i. ekonomi syariah.

Melalui penjelasan Pasal 49 disebutkan penyelesaian sengketa tidakdiitzatgai di
bidang perbankan syariah, melainkan juga dabg ekonomi syarialainnya. Sedangkan klausa
antara orangrang beragama Islam juga dijelask@mmasuk orang atau badan hukum yang
dengan sendirinya menundukkan diengan sukarela kepada hukum Islam mengenahdial
yang menjadkewenangan peradilargama. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama
mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara dalamdkdaogni syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sumber hukursetzsgai sandaran
ekonomi syariah yang paling ma dalam sistem hukunmdonesia adalah ketentuan ayat 1
Pancasila dan ketentuan Pasal 29 UUD 1%mpun landasan hukum tertulis dalam konteks
hukum ekonomi syariah dndonesia merujuk pada berbagai ketentuan perurdadgngan
dengan segalaroduk peratran pelaksanaannya, seperti Undahglang Perbankan Syarian,
UndangUndang Peradilan Agama serta undaimglang lainnya yang terkait.

c. Perspektif Politis

29 bid.
30 bid.

62



p-ISSN No. 23374667, elSSN NO. 1359957835
Agustus2022, Vol 10 No. 02

Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesiaigladaterlepas
dari pengaruh poliki hukum. Menurut Soedarto, politik hukuedalah kebijakan negara melalui
badanbadan negara yang berwenang untgnetapkan peraturgeraturan yang dikehendaki
dan dipergunakan untukengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk
mencapaapayang dicitacitakan. Politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan
yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu tértentu.

Adanya aspirasi umat Islam di Indonesia yang menghendaki pemberlakoaomi
syariah sebagai hukum gitif juga harus diimplementasikan dald@ntuk politik hukum. Politik
hukum yang dilakukan tersebut diimplementasikdalam kebijakan politik di Indonesia
memberikan dukungan pertama kali dendegislasi UndangJndang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankayang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bag’hasil.

Pada tahun 1998 dibentuk Undadgdang Nomor 10 Tahun 1998 tentaRgrubahan
atas Undang/ndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankegerbitnya UndangJndang
Nomor 10 Tahun 1998 tersebut medij momentunpenting bagi dimulainya gerakan ekonomi
syariah di Indonesia. Setelah iggrakan ekonomi syariah terus digaungkan dan diperjuangkan
oleh para aktiviekonomi syariah, baik para ulama, akademisi maupun praktisi yang tidak kenal
lelah. Gerakartersebut menggelinding bagaikan gerakan bola salju yang semaknbesar
yang tidak dapat terbendung lagi. Adapun lemHag#®aga yang lahidari gerakan ini,
diantaranya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indon€Bi@N-MUI), Masyarakat
Ekonomi Syariah(MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islan(lAEI) dan sebagainya. Gerakan dan
perjuangan ekonomi syariah ini kemudiarelahirkan lembag&mbaga teknis di lingkungan
pemerintah, seperti Direktor&erbankan Syariah di Bank Indonesia, Direktorat Pembiayaan
Syariah d Departemen Keuangan dan berbagai biro di Badan Pengawas Pasar Modal
(BAPEPAM) 33

Pada tahun 2006 juga dibentuk Unddshgdang Nomor 3 Tahun 20@éntang Perubahan
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilagama, perubahan tersebut
membuahkan hasylang baik bagi perkembangakonomi syariah di Indonesia. Pasca Undang
Undang Nomor 3 Tahun 200@itetapkan, maka kewenangan pengadilan agama menjadi
bertambah. Sehinggdidak lagi hanya berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus,
mengadilidan menyelsaikan sengketa di bidang perkawinan dan kewarisan, melainkadijuga
bidang ekonomi syariah. Hal tersebut dipaparkan secara eksplisit dalam 4Basalhwa
pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutmemaiesaikan perkara di

31 Moh. Mahfud MD dalam Ahmadi Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta:
LKiS, 2017, him. 59.

321bid., him. 60

33 Gerakan tersebut juga melahirkan sdaimundangundang dan peraturan perundangan lainnya, misalnya
UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UntBmigng Nomor 19 Tahun 2008

tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), berbagai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan ddapepam
peraturarperaturan lainnya. Di samping itu, gerakan ini juga melahirkan lerdbagsga keuangan syariah
meliputi: perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, pasar modal syariah, bursa
komoditi syariah, bisnis syariatan sebagainya. Lihat Ahmadi Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di
Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2017, him. 61.
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tingkat perama antara oranrgrang yang beragamalam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c.
wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infak; h. shadagah; dan i. ekonomi s¥fariah.

Hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam perjalanannya tenesgalami
perkembangan. Sath satunya adalah hadirnya UndasmgdangNomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. Undatindang tersebutnerupakan respon dari kebutuhan masyarakat
Indonesia akan jagasa perbankasyariah semakin meningkat. Sehingga, munculnya Unrdang
Undang tersalt disambut baik oleh masyarakat yang hendak menggunakan jasa perbankan
syariah, kekhawatiran juga muncul beriringan hadinya Undamdang Nomor 2Tahun 2008.

Hal ini disebabkan dalam Pasal 55 menyebutkan: (1) Penyelesaigketa perbankan syariah
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungaeradilan agama; (2) Dalam hal para pihak telah
memperjanjikan penyelesaiaengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian
sengketadilakukan sesuai dengan isi akad; (3) penyelesaian sengketa selmegdimaksud

pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) tersebut, dijelaskan bahwa yang dimalengin
penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah sebagmi berikut: a.
musyawarah; b. ediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitr&gariah Nasional (Basyarnas)
atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. Mejaduingadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Dengan adanya ketentuan menyebabkan peradilan agama bukanlah-satunya yang dapat
menyelesaikamperkara perbankan syariah, tetapi peradilan umum juga dapat dijadikan pilihan
dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah. Tetapi kekhawatiran tegisdtbodiatasi oleh
Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitemor 93/PUUX/2012, yang
pada intinya: penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undamdpng Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah dinyatakdertentangan dengan Undadgdang Dasar Negara Republik
Indonesia tahuri945; penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut juga diraratédak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dinyatakan tidak berlaku melalui putusan tersebut
adalah bagian penjelasan Pasal 55 ayaf (2).

Selain peraturan perundaogdangan di atas, maka upaya politik huklaim yang
dilakukan adalah pises legislasi dengan menyusun Rancangan Urdadgng (RUU) yang
diajukan kepada badan legislatif (DPR). Legislasi ini cukegnarik dan dipandang penting
setidaknya disebabkan karena adanya bebdadgar pendukung antara lain: (1) Legislasi bisa
menjad unifikasi yang produktifbagi berbagai aliran mazhab yang digunakan di Indonesia
terkait masalalekonomi; (2) Substansi hukum ekonomi syariah yang mapan telah ditunjukkan
dengan penggunaan produk fikih dari beberapa imam mazhab di IndonesiepdBk &gislasi
adalah produk politik, sehingga untuk berhasil memperjuantggislasi hukum Islam harus

34 Menurut penjelasan Pasal 49, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan
juga di bidang ekasmi syariah lainnyaSedangkan klausa antara oramgng beragama Islam juga dijelaskan
termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam
mengenai hahal yang menjadi kewenangan peradilan agama.aMa&pat disimpulkan bahwa pengadilan agama
mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Lihat Ahmadi Hasan,
Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2017, him. 62.

35 1bid

3¢ bid., him. 63
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mendapatkan dukungan suara mayoritas di lemimegabentuk hukum. Fakta politik juga
menunjukkan bahwa meskipun aspirapslitik Islam bukan mayoritas di lhesia, namun
memperhatikan konfiguragolitik dalam beberapa dasawarsa terakhir cukup memberi angin
segar bagi lahirnya prodgyyoduk hukum nasional yang bernuansa Isfmi.

Secara umum, legislasi hukum ekonmi syariah di Indonesia mebeligrapa hal itf,
yaitu: (1) Tingkat prediktibilitas yang tinggi, dalam hal adanya gambaran hukum secara pasti
sebelum suatu perbuatan itu dilakukaerasyarakat, sehingga sudah bisa diprediksi akibat
hukumnya, dan (2) Perundangndangan juga memberikan kepastiakum32

Meskipun terdapat berbagai macam respon terhadap legislasi leldomammoi syariah di
Indonesia, namun produk hukum ekonomi syariah déentuk legislasi telah hadir di Indonesia
dengan pembuatan Kompilasi Hukigkonomi Syariah (KHES). KHES terduari 4 buku yang
berisi tentang subjekukum dan amwal, akad, zakat dan hibah serta akuntansi syariah. Dengan
adanyaKHES tersebut, diharapkan pemerintah dan DPR RI dapat mengambil inisiaizsdi
depan untuk mengembangkan KHES menjadi Kitab Undiédmdarg Ekonomi Syariah melalui
produk perundangndangarf®

Perkembangan praktik ekonomi Islam di Indonesia saat ini, mengaks®ierasi yang
luar biasa. Selanjutnya bertututrut telah hadir beberapa undamgdang yang mengatur
lembaga perekonomian Islam dihdonesia sebagai bentuttukungan pemerintah terhadap
kemajuan tersebut. Selain itu, juga berimplikasrhadap aplikasi hukum Islam dalam
operasional dan inovasi produk palganbaga perekonomian syariah dan potensi terjadinya
penyelesaian sengketkonomisyariah oleh pengadilan agama. Dalam kerangka itulah hadir
KompilasiHukum Ekonomi Syariah yang memberikan terobosan baru dalam spgrakiran
hukum ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, para praktisi ekolstamn, masyarakat dan

37 Hukum ekonomi Islam yang diusung ke jalur legislatif diformat dalam bentuk buku atau kitab tliuiderag

yang tersusun rapi, praktis dan sistematis. Materinya juga bukan hanya berasal dari satu mazhab fikih saja,
melainkan dipilih dan diarjih (menguatkan salah satu dari beberapa pendapat mazhab) dari berbagai pendapat
mazhab fikih yang lebih sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan yang menghendaki. Hal ini secara otomatis
menghilangkan sikap ta’assub (f aang tipaka)di kerajaam Butkipada eper t i
tahun 1876, fi kih mazhab Syafi "' i yang dipakai di wi |l ay
di Irak. Lihat Ahmadi Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2017,

him. 64.

38 Menurut ulama fikih, sisi positif hukum Islam dalam bentuk perundstangan antara lain: (1) Memudahkan

para praktisi hukum untuk merujuk hukum sesuai dengan keinginannya:kK#hbfikih yang tersebar di dunia

Islam penuh dengan perbedaamgspat yang kadarkpdang membingungkan dan menyulitkan. Dengan adanya
undangundang yang mengatur bidang ekonomi syariah, para hakim/praktisi hukum tidak perlu lagirjimen

berbagai pendapat dalam literatur fikih; (2) Mengukuhkan fikih Islam dengagemerkakan pendapat paling kuat.

Fikih Islam penuh dengan perbedaan pendapat, bukan saja antar mazhab, tetapi juga perbedaan pendapat antar
ulama dalam mazhab yang sama, sehingga sulit untuk menentukan pendapat terkuat dari sekian banyak pendapat
dalam satumazhab; (3) Menghindari sikap taklid mazhab di kalangan praktisi hukum yang selama ini menjadi
kendala dalam lembagambaga hukum; (4) Menciptakan unifikasi hukum bagi lemdegdaga peradilan.

Apabila hukum dalam suatu negara tidak hanya satu, makanalacul perbedaan keputusan antara satu peradilan
dengan peradilan lainnya. Hal itu bukan saja membingungkan umat, tetapi juga mengganggu stabilitas keputusan
yang saling bertentangan antara satu pengadilan dengan pengadilan lain. Lihat Ahmadi Hasanl &piasi

Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2017, hir664

39 Zainudin Ali dalam Ahmadi Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta: LKiS,
2017, him. 66.
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pemerintah (regator) membutuhkan fatwiatwa DSN MUI berkaitan dengan praktik dan
procduk lembaga perekonomian Isldfh.

Politik hukum sebagai legal policy berarti kebijakan dalam rapgkaberlakuan maupun
ketidakberlakuan hukum dalam rangka mencapai tupegara. Oleh &ena itu, legal policy
dalam hal ini dapat diartikan bahwa hukw@bagai alat. Sehingga, politik hukum juga dapat
dikatakan sebagai alat atgarana serta langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk
menciptakansistem hukum nasional guna mencapiéd dangsa dan tujuan negara. Politik
hukum membantu untuk melihat sejauh mana perkembangan ekonomi syanidbneésia, baik
sebagai dasar pertimbangan maupun pembahasan umaddaugg atau ketentuan peraturan
lainnya bahkan hingga dataran implementagilnu ekonomi syariah di Indonesfa.

3. Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Terdapat berbagai regulasi hukum yang mengatur tentang keglkdaomi syariah di
Indonesia. Berikut akan dipaparkan berbagai regulasi tersebut.

a. UndangUndang Zakat

Ketentuan zakat diatur dalam Undardgndang Nomor 38 Tahun 199%entang
Pengelolaan Zakat. Undaimdang tersebut kemudian diganti dengdangUndang Nomor
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. HadibhygangUndang Nomor 23 Tahun 2011
tersebut kemudian diikutilenganpembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014
tentang PelaksanadimdangUndang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Unddmglang Nomor 23 Tahur2011l yang
dimaksud dengan zakat adalah harta yaagjbwdikeluarkan olelseorang muslim atau badan
usaha untuk diberikan kepada yang berfregnerimanya sesuai dengan syariat Islam. Hadirnya
UndangUndang Nomor 23Tahun 2011 menyikapi perkembangan yang terjadi dalam
pelaksanaanpengelolaan zakat di Indonaslebih lanjut, ketentuan Undaiéndang Nomor 38
Tahun 1999 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangatohkeb hukum dalam
masyarakat?

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zaddtijuan untuk
peningkatan efektivitas dan efis@npelayanan dalarpengelolaan zakat serta meningkatkan
manfaat zakat untuk mewujudkdesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Lebih lanjut, mengaturentang pengelolaan zakat, baik dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan
dan pengkoordinasiedalam pengumpulan, pendistriian dan pendayagunaan z&Kat.

401bid., him. 68

41 C.F.G. Sunaryati Hartono datlaAhmadi Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,
Yogyakarta: LKiS, 2017, him. 59.

42 Ahmadi Hasan, Op. Cit., him. 86.

43 UndangUndang Pengelolaan Zakat juga mengatur lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat
di Indonesia, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga yang melakukan
pengelolaan zakat secara nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat
yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian damyssnohaan zakat serta Unit Pengumpulan
Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpuleihaiakat.
Ahmadi Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2017, him. 8
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b. UndangUndang Wakaf

Ketentuan wakaf diatur dalam Undabgdang Nomor 41 Tahun 20@éntang Wakaf.
Kemudian, ketentuan wakaf juga diatur Peraturan Pemeritathor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksaaan UndangJndang Nomor 41 TahuB004 tentang Wakaf. Lebih lanjut, juga diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nom@b Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahi#®06 tentang Pelaksanaan Und&ahglang Nomor 41 Tahun 2006
tentang Waéf.

Menurut UndangJndang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuas&om wakif
untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta todidohya. Lebih lanjut, untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka panjamgktu tertentu sesuai dengan
kepentngannya guna keperluan ibadah dan/&esejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf mempunyai dimensi ekonomi, yaitu untuk kesejahteraan unibatam
konsideran Undantyndang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan balsvabaga wakaf sebagai
pranata keagamaan yang nignmpotensi dan manfaatkonomi perlu dikelola secara efektif dan
efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraarftimum.

c. UndangUndang Perbankan Syariah

Ketentuan Perbankan Syariah diatur dalam Undamgang Nomor 21Tahun 2008
tentangPerbankan Syariah. Definisi Perbankan Syariah memasal 1 ayat 1 Undangndang
Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu gaamyangkut tentang bank syariah dan unit
usaha syariah, mencakup kelembaga&egiatan usaha serta cara dan proses dalam
mel&ksanakan kegiatan usahanya.

Sebelum Undanigyndang Perbankan Syariah dibentuk, regulasi perbarsyeamiah
didasarkan pada Undatigndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbangalmagaimana telah
diubah dengan Undarfidndang Nomor 10 Tahun 1998lamun, dalam undarundang ini

4 Terdapat bberapa ketentuan pokok dalam Undamglang Wakaf: (1) Menciptakan tertib hukum dan
administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, uadadang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum

wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dantdilah serta diumumkan yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai wakaf

dan harus dilaksanakan; (2) Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderungattabatas
wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut-undang ini wakif dapat pula mewakafkan
sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu, uang, logam
mulia, surat berharga, kendarahiak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya; (3) Peruntukan
harta benda wakaf tidak semat@ta untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk
memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi daatrekofiomi harta benda wakaf. Hal itu
memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas
sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah; (4) Mengamankan harta
benda wakaflari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan
profesional nazhir; (5) UndarAdndang Wakaf juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat
mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebut@adan tersebut merupakan lembaga indipenden yang
melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuanati@s perub
peruntukan dan status harta benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Lihat Mardani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah,
Jakarta: Kencana, 2020, hinb4
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ketentuan tentang perbankan syariah samgaim. Sehingga tidak dapat menjadi jawaban
terhadap kekhususan perbanksariah. Sekitar 59 pasal yang ada, hanya ada 8 pasal yang
membdas tentang perbankan syarfah.

Adapun dalam Undanrgindang Pebankan Syariah memuat beberagspek peting,
diantaranya: (1) Adanya kewajiban mencantumkan kata syariatbbalisyariah; (2) Majelis
Ulama Indonesia sebagai saatunya lembaga yangenetapkan fatwa syariah; (3) Adanya
definisi barumengenai transaksiurabahalt®

d. UndangUndang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Ketentuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Obligasi Syariah diatam
UndangUndang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Sydeigara. Menurut Pasal
1 angka 1 Undangndang Noror 19 Tahun 2008 yandimaksud dengan Surat Berharga
Syariah Negara selanjutnya disingkat SB&tgu dapat disebut Sukuk Negara adalah surat
berharga negara yang diterbitkdorerdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian
penyertaan terhadap AseBBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

SBSN diterbitkan dengan tujuan sebagai salah satu instrumen datEmbiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengacuppagilasan Undargndang
SBSN, maka upaya pengembangan instrup@nbiayaan berdasarkan prinsip syariah secara
umum mempunyai manfaat sebagai berfkut:

1. Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berdasarkangmimspsyariah
di dalam negeri;

2. Memperluas basis pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara,

3. Menciptakan benchmark instrument keuangan syariah baik di pasar kesgagah
domestik maupun internasional;

4. Memperluas jaringan dan memverifikasi basis investor;

5. Mengembangkan alternatif instrument investasi, baik bagi investor d&geni maupun
luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah;

6. Mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia

e. UndangUndang Asuransi

Ketentuan Asuransi Syariah diatur dalam UndBmglang Nomor 40 ahun 2014 tentang
Perasuransian. Menurut Pasal ka2 UndangJndangNomor 40 Tahun 2014 yang dimaksud
asuransi syariah adalah kumpulparjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan
asuransi syariah dgremegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis dalam rangka
pengelolaan kontousi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolongalenyg melindungi.

45 Diantamnya Pasal 1 angka (12), Pasal 6 huruf (m), Pasal 7 huruf (c), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1) dan
(4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf (c). Lihat Abdul Ghofur Anhori dalam Ahmadi Hasan,
Sejarah Legislasi Hukum Ekonor@yariah di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2017, him. 106.

48 | bid.

47 Mardani, Op. Cit., him. 22.
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UndangUndang Perasuransian tidak hanya mengakomodir ask@maensional, tetapi
juga mengakomodir asuransi syariah yang dalam perapeamdangundangan sebelumnya
belum diaur. Hadirnya asuransi syariah dalamkum positif di Indonesia, dinilai sebagai
langkah atau bentuk mengakomoHBe&butuhan dan perkembangan asuransi di Indonesia yang
mayoritas penduduknya beragama Isf&m.

f. UndangUndang Peradilan Agama

Peradilan Agama mepakan salah satu lembaga yudikatif atau lemhagadilan di
Indonesia yang kedudukannya diatur dalam Undandang Dasarl945 amandemen ketiga.
Dalam hal ini, peradilan agama berwewenang umbekjalankan fungsi kekuasaan kehakiman
secara bebas dan mekdeDasar hukurPeradilan Agama diatur dalam Undadgdang Nomor
7 Tahun 1989 tentan@eradilan Agama. Pada perkembangan selanjutnya U+tidiachgng
PeradilanAgama mengalami perubahan dengan disahkannya Usdiatigng Nomor 3 Tahun
2006 serta Perubahan Kedumalalui UndangJndang Nomor 50 Tahun 20009.

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur tentang susie&oasaan dan hukum
acara peradilan agama. Dalam hal ini, peradilan agammpunyai tugas dan wewenang
memeriksa, memutus dan menyelesaigarkaraperkaa antara orangrang beragama Islam di
bidang perkawinan, warisyasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Perubahan Urdadgng
Peradilan agameelalui Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 telah memberi wewenang yang
lebih luas lagi bagi peradilan agama. Salatursga dengan penambah&ompetensi bagi
peradilan agama, tidak hanya sebatas hukum yang terkait dkelyanga Islam namun juga
terhadap sengketa ekonomi syariah

Reformasi hukum Undargndang Peradilan Agama, sebagaimgerubahan dari
UndangUndang Nomo 7 Tahun 1989 menjadi Undatindang Nomor 3 Tahun 2006
merupakan perjalanan panjang selama 17 tahun. Mdédatentuan Pasal 49 Undahipdang
Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agamempunyai kewenangan dalam bidang perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakafazk a t , i nfagqg, sedekah dan ekonomi
tersebut sesualengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya
masyarakat muslim di Indonesia. Adanya perluasan kewenangan tersebut, |gmizhzn
agama berwenang uttumenerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di
bidang ekorMomi syari’ ah.

g. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasca berlakunya ketentuan Unddahglang Nomor 3 Tahun 2008Jahkamah Agung
Republik Indonesia kemudian menerbitkan Peratuviabkamah Agung (Perma) Nomor 2
Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukugkonomi Syariah (KHES) melalui. KHES terdiri dari 4
bagian meliputi, subyekukum dan amwal, akad, zakat dan hibah serta akuntansi syariah.

48 Ahmadi Hasan, Op. Cit., him. 1333
49 Masyithah Umar, Perempuan di Hadapan Pengadilan, Banjarmasin: Pascasarjana UIN Banjarmasin, 2019, him.
65-6
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KHES diprioritaskan bagi hakim lingkungan peradilagama dalammemeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekeyanaih sebagai bahan
rujukan hukum materil. Meskipun KHES dijadikapedoman dalam memeriksa dan
menyelesaikan perkara ekonomi syariah, natidak mengurangi tanggujayvab hakim untuk
menggali dan menemukan hukugkRonomi syariah lainnya dalam rangka menjamin putusan
yang berkeadilan.

h. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia{dSN

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (EMWNI) adalah satusatunya
dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa keislamaagenai jenigenis
kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengaevesapan fatwa dimaksud oleh
lembagalembaga keuangan syariah di Indonediagas dari DSANMUI adalah menjalankan
tugas MUI dalam menangani masatahsalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik
yang berhubungatlengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya.

Pada prinsipnya pembentukan Dewan Syariah Nasional dimaksudkakidlesebagai
upaya efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapuigang berhubungan dengan
masalah ekonomi/keuangan. Salah satu tugas ppEMMUI adalah mengkaji, menggali dan
merumuskan nilai dan prinsgrinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa uktulijadikan
pedoman dalam kegiataransaksi di lembaga keuangan syariah. Sejak tahun 2000 hingga 2020
telah adasekitar 138 Fatwa DSIMUI. Berbagai fatwa tersebut meliputi penghimpunan dana,
penyaluran dana serta pelayanan jasa di bidang ekonomi s¥fariah.

i. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK

Bank Indonesia (Bl) adalah lembaga negara yang independen uielaksanakan tugas
dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemedatdhtau pihak lain, kecuali untuk hal
hal yang secara tegas diatur dalam Undbimglang Bank Indonesia. Dasar hukum Bank
Indonesia adalah UndaitgndangNomor 23 Tahun 1999. Undaldgdang tersebut kemudian
mengalami perubahamelalui UndangJndang Nomor 3 Tahun 2004. Lebih lanjut, Undang
Undang Bankndonesia mengalami perubahan keduaataePerpu Nomor 2 Tahun 2068.

Adapun yang dimaksud dangan Peraturan Bank Indonesia (PBI) guaitiran yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengawasi dan mersbimaa bank yang berbadan di
Indonesia atau Ipeperasi di Indonesia, termasylerbankan syariah. Salah satu contoh PBI
terkait perbankan syariah adal&eraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI1/2013 tentang
Perubahan AtaBeraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI1/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Sesuai kientuan Pasal 1 ayat 1 Undadgdang Nomor 21 Tahun 201é&ntang Otoritas
Jasa Keuangan, yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keu@hifnadalah lembaga yang

50 Mardani, Op Cit., him. 7.

51 Tugas dan kewenangan pokok Bank Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan -8ndieaan@ank
Indonesia sebagai berikut: a. Tugas pokok, yaitu melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten,
transparan dan harus mempatiangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian; b. Menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter; c. Mengatur dan mengawasi bank.
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independen dan bebas dari campur tangan pihak yaing mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pegaturan, pengawasgremeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
UndangUndang ini. OJK menjalankan mandat undamgdang untuk mengawasi dan
mengembangkasektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya industri jasa keuangan syariah.

Sebagai institsi pengawas, OJK telah mempersiapkan prasgsangawasan berbasis
risiko berupa peraturgperaturan kehatiatian dan sistepengawasan khusus bagi industri jasa
keuangan, termasuk keuangan syariatapun standar pengaturan yang ditetapkan telah pula
mengadopsi standampengawasan yang telah diakui secara internasional. Hal ini untuk
memastikarbahwa industri keuangan syariah memiliki kapasitas yang mapan dedaghadapi
gejolak dalam sistem keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwia balayak regulasitau peraturan
perundangundangan serta peraturan hukum lainnya yang berkdigagan hukum ekonomi
syariah di Indonesia. Dalam hal ini, diantaranya Unddndang Zakat, Undargndang Wakaf,
UndangUndang Perbankan SyariadndangUndangSurat Berharga Syariah Negara (SBSN),
UndangUndangAsuransi yang mengatur tentang asuransi syariah, UrAdadgng Peradilan
Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Himpunan Fatwa Dewan Syddatonal Majelis
Ulama Indonesia (DSMWUI) serta Peraturan BanndonesiaPBI) dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK)

4. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
Menurut penjelasan Pasal 49 Unddugdang Nomor 3 Tahun 20G&ntang Perubahan
Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradAgama, vang lingkup hukum
ekonomi syariah meliputi:
a. Bank Syariah;
Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
Asuransi Syariah;
Reasuransi Syariah;
Reksadana Syariah;
Obligasi Syariah dan Surat Berjangka Menengah Syariah;
Sekuritas Syariah;
Pembiayaan Syariah;
Pegad@an Syariah;
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;
k. Bisnis Syariah
Berkaitan dengan ruang lingkup hukum ekonomi syariah yang terdalaat Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah meliputi:
1) Buku I Subjek Hukum dan Amwal;
2) Buku Il Tentang Akad, meliputi;

- Asas Alad,;

- Rukun, Syarat , Kat egori Huk um, “Ai b, Akiba

Se@ e oo00C

— —
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- Ba’i;
- Akibat Bai;
- Syirkah;
- Wakalah;
- Shulh;
- Pelepasan Hak;
- Ta’min;
- Obligasi SyarialMudharabah;
- Pasar Modal;
- Reksadana Syariah;
- Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah);
- Obligasi Syariah;
- Pembiayaan Multi Jasa;
- Qardh;
- Pembiayaan Rekening Koran Syariah;
- Dana Pensiun Syariah;
- Mudharabah;
- Muzara’ah danMusagah;
- Kbhiyar;
- ljarah;
- Kafalah;
- Hawalah;
- Rahn;
- Wadi’ah;
- Gasb danltlaf;

3) Buku IIl Zakat dan Hibah;

4) Buku IV Akuntansi Syariah;

Adapun ruang lingkup ekonomi syariah sebagaimana ketentuan deldangUndang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah baik berkaitan dengaaka#dijarah
maupuntabarru’ yang meliputi:

- Mudharababh;

- Musyarakah;

- Murabahah;

- ljarah danljarah Muntahiya bittamlik;
- Salam;

- Istisna’;

- Qard;

- Hawalah;

- Kafalah;

- Wakalah;
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- Wadi’ah;

- Kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketendarapgerundang
undangan;

C. Prospek Ekonomi Syariah di Indonesia

Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mandiri. Dalaim, bukan
diadopsi dari ekonomi liberal, komunis, kapitalis dan sebagalmsfaih lanjut, sistem ekonomi
syariah nenjadi solusi alternatif dalam mencari jalan keluar daridigirkemelut ekonomi saat
ini.>2

Dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pswangDi satu
sisi terbuka peluang, namun pada sisi lain juga terdapat hambdéskipun mengami
hambatan, namun peluang ekonomi syariah di Indonesiadetajman dibanding dari hambatan
yang ada. Peluang ini menjadi lebih besar disebalkaningkatnya kebutuhan masyarakat
terhadap penerapan ekonomi syariah, sehingga tidak mau juga berpengar terhadap
berbagai kehidupan bernegara, termagiaintaranya muncul desakan terhadap institusi negara
untuk membuat regulasi yang baikrhadap keberadaan dan penerapan ekonomi syariah.
Misalnya, perbankan syariah yangerupakan pioner bagi lembaga keyem syariah di
Indonesia.

Perkembangan lembaga perbankan syariah mengalami kemajuasigaifiggan, baik
secara kelembagaan maupun respon masyarakat. Hal tedi&htit perkembangan lembaga
keuangan lain seperti asuransi, pegadaian pdemar modal syah. Selain itu, adanya fatwa
Dewan Syariah Nasiondajelis Ulama Indonesia (DSWIUI) juga dapat menjadi landasan
kegiatan maupuproduk ekonomi syariah lainnya di Indonesia.

1. Peluang Ekonomi Syariah di Indonesia

Peluang perkembangan ekonomi syariah tdlaopsi dalam kerangksesar kebijakan
ekonomi di Indonesia. Kebijakan tersebut dipelopori ddelnbagai lembaga dan institusi di
Indonesia. Diantaranya diberlakukann{indangUndang Nomor 10 Tahun 1998 dengan
menetapkan perbankan syarisdbagai salah lar penyangga duddanking system. Selain itu,
Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(BapeparLK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariatbamkmig seperti
asuransi dan pasar modal syariah. Adapun Kemantédgamatelah mengeluarkan akreditasi
bagi organisasi pengelola zakat baik di tingasat maupun daerah. Hal tersebut memunculkan
kedinamisan dalarperkembangan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia yang menunjukan
arah positif dan signifikan dalapengembangan ekonomi syarrih.

Pada dekade tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetemprakarsai
terselenggaranya Lokakarya Ekonomi Syariah. Lokakarya tersetmrhbuka pandangan

52 Amran Suadi dan Mardi Candra, Op. Cit., him. 453
53 |bid., him. 454.
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kalangan ulama dan cendikiawan muslim bahwa Indongsm merupakan gara dengan
penduduk muslim terbesar di dunia, namun sarngginggal dalam mengimplementasikan
ekonomi syariah. Oleh karena itu, sakdiu rekomendasi yang dihasilkan dalam lokakarya ini
adalah pendirian bankyariah. Selain itu, momen penting yang a¢at dalam perkembangan
ekonomisyariah di Indonesia adalah dari pengalaman selama krisis ekonomi yangdagaali
rentang waktu tahun 1997/1998, ternyata fakta menunjukkan bpérsankan syariah tidak
terseret badai krisis dan menjadi salah satu sqlédsankan yang tidak perlu lagilakukan
rekap oleh pemerintat.

Ada beberapa langkdangkah strategis yang perlu dibangun untuk mewujudkan
pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, antaralain:
a. Peningkatan sosialisasi konsep ekonomi syariah secamar&bensif;
b. Pengembangan dan penyempurnaan instimgsitusi ekonomi syariah yang sudah ada,
sehingga transaksiansaksi yang dilakukan sesuai dengan pripsipsip syariah;
Perbaikan dan penyempurnaan regulagulasi yang ada;
d. Peningkatan kualitasuimber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikedan wawasan

ekonomi syariah yang memadai;

o

e. Meningkatkan inovasi produk, sehingga keberhasilan ekonomi Islam di masa depan banyak

bergantung pada kemampuan perbankan syariah dalam menyajikan-produk yang
menarik, kompetitif dan berdasark&ebutuhan masyarakat, tetapi tetap sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah;
f. Adanya perbankan syariah diharapkan mampu berperan dalam presgsangunan
nasional menuju masyarakat yang mandiri secara ekasemgian tetaperpijak pada nilai
nilai universal Islam.
Guna mewujudkan ekonomi syariah yang kokoh perlu memahamindangetahui

beberapa faktor yang menjadi peluang dan prospek dalam pengembangan ekonomi syariah,

diantaranya terdapat tiga faktor yaifu:

a. Peluang karem pertimbangan kepercayaan agama, yaitu adanya rdadjakinan dalam
masyarakat muslim Indonesia yang menganggap bahergerima atau membayar bunga
adalah termasuk riba, yang jejatas dilarang oleh ajaran Islam. Sehingga, masih banyak
masyarakat yangidak mau memanfaatkan jasa perbankan konvensional yang telah ada
sekarang;

b. Adanya peluang hukum berkembangnya bank tanpa bunga;

c. Adanya peluang ekonomi bagi keberadaan bank syariah, yakni ditanddiemteimpuan
bank syariah untuk tetap eksis selama &riskonomi berlangsunglengan indikator
rendahnya tingkat pembiayaan.

Dewasa ini strategi pengembangan perkembangan perbankan syariatlidedditkan
untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan fistdankan dan lembaga
keuangan konvensionalang dilakukan secarkomprehensif dengan mengacu pada analisis

54 1bid.
%5 1bid., him. 456
% 1bid., him. 457
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kekuatan dan kelemahan perbankgariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini.
Adapun fokus utama strategi pengembangan sistem perbankan syariah feliputi:

a. Penyempurnaan ketentuaukum ekonomi syariah;

b. Pengembangan jaringan perbankan syariah;

c. Pelaksanaan sosialisi perbankan syariah secara lebih masif.

Berpijak pada realitas perubahan sosial dalam bidang ekonomi syariahteyasg
berkembang cepat sebagai dampak akselerasi glgield dalammenghasilkan produk dan
jasa perbankan syariah tidaklah cukup secara ajfmsandar pada kitdbtab klasik semata.

Hal itu disebabkan formulasi fikimuamalah masa lampau sudah banyak yang tidak relevan
dengan konteks kekinianRumusarumusan tersebut harus diformulasikan kembali agar
menjawab segalgroblem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern. Konsep dan formulasi
fikih klasik dalam merespons tantangan ekonomi modern yang ada perlu diageesiesikritis
sesuai konteks waktu, tentpadan kondisi. Kemudian, dikembangkasesuai dengan
perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif dat&or syariah.

2. Hambatan Ekonomi Syariah di Indonesia
Praktik ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan
tantangan yag disebabkan beberapa hal sebagai betut:

a. Belum maksimalnya sosialisasi ekonomi syariah. Sosialisasi kepasizgarakat dengan para
alim ulama, lembaga pendidikan maupun perbargy@niah merupakan suatu keniscayaan.
Peran para ulama, tokoh masyarkat ¢kmbaga perguruan tinggi Islam sangat strategis
dalam menggalakkasosialisasi ini;

b. Masih lemahnya jaringan atau sinergi yang kuat antara sesama lekehegean syariah
dengan lembagkembaga sosial yang bergerak di bidaeigonomi umat, seperti lembaga
zakat dan wakaf;

c. Belum maksimalnya praktik atau penerapan ekonomi syariah. Secaralteorekonomi
syariah telah dikembangkan melalui dunia pendidikanpngetahuan. Misalnya, melalui
kampus, berbagai penelitian ilmiakelompokkelompok kajian, ataupu media massa.
Bahkan, saat ini ilmwekonomi syariah telah berkembang tidak hanya di dunia pendidikan
Islam, namun telah memasuki dunia pendidikan secara umum. Kakapogusbesar di
Indonesia telah melakukan kajitajian akademis terhadap fenomedwn pekembangan
keilmuan ekonomi syariah.

Selain dalam hathal tersebut di atas, perkembangan ekonomi syariah juga mengalami
tantangan dalam hdlal berikut ini®®

a. Faktor Kelembagaan. Dalam hal ini, dipengaruhi setidaknya oleh dua vaisuipertama
permodalaryang masih terbatas dalam menghadapi pepediimbuhan. Kedua, jaringan
kantor masih belum memadai, sehinggrasakan layanan perbankan syariah sulit untuk
ditemukan;

7 1bid., him. 460
%8 1bid., him. 44..
% 1bid., him. 4@.
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b. Faktor Sumber Daya Manusia. Keberadaan sumber daya manusia merupakan hal penting,
tartangan dalam hal ini, yaitu masih belum memadai sumber daya manusia di bidang
perbankan syariah, baik secara kuantitas maupun kualgbgsuti:
1)Sumber daya manusia sebagai pelaksana operasional bank syariah;
2)Sumber daya manusia sebagai pengawas banlakydirBank Indonesia;
3)Sumber daya manusia pada sektor penunjang, seperti sektor keuangaya,

pendidikan, pengamat dan sebagainya.

c. Tingkat Pemahaman Masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat terhatiap
(karakteristiknya yang berbeda dengan bankvkagsional), operagierbankan syariah masih
sangat terbatas, sehingga keinginan masyarakat tgmtagik terhadap perbankan syariah
masih sebatas tingkat awareness;

d. Benchmarking Instrumen Operasional dan Produk Perbankan Syariah. Sehdgstri yang
tengah berkembang, industri perbankan syariah masih memdikupan operasional dan
produk yang terbatas dalam rangka memfasilkafiutuhan transaksi nasabah. Sehingga,
dalam beberapa hal tertenpengembangan instrumen operasional dan produk masih
mengacybencmarking) pada perbankan konvensional;

e. Lingkungan Makro Ekonomi. Sifat operasional perbankan syariah yang daogsaing
bersentuhan dengan sektor riil sangat terkait dengan perkembéngiumngan makro
ekonomi. Sehingga, upaya untuk mewujudkan damjagakondisi makro ekonomi yang
stabil merupakan tantangan yang pediperhitungkan dalam pengembangan perbankan
syariah dan lembadaeuangan syariah.

Dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengadsamng surut. Di
satu sisi terbukpeluang, namun pada sisi lain terdapat alenbatan. Animo masyarakat yang
tinggi dan telah didukung regulasi yaddentuk di bidang ekonomi syariah, diharapkan dapat
mengatasi berbagdantangan yang terjadi. Disahkannya berbagai undadgng di bidang
ekonomi syariah guna pengembangan iklim invenstasi yang menyangkut perbankan syariah
secara khusus semakin dapat dipercepat. Selain akan memberikan kdp&stranyang lebih
kuat dalam operasional perbankan syariah juga akan semmaknbuka peluang invessi dan
upaya efisiensi. Meskipun demikian, diperlukauia pengembangan lanjutan terhadap berbagai
regulasi hukum ekonomi syariatli Indonesia dalam rangka merespon kemajuan aktifitas
ekonomi syariah saat ini.

Kebijakan merger yang dilakukan pemerintarhaidap tiga bank syaridiJMN yakni
Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BNI Syariah (BNIS) dan ERfariah (BRIS) menjadi Bank
Syariah Indonesia (BSI) dengan total aset Rp2@jdn rupiah merupakan perwujudan untuk
semakin memperbesar indugigrbankanyariah di Indonesia. Melalui izin OJK melalui Nomor
SR-3/PB.1/2021perihal Pemberian 1zin Penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank
BNI Syariah ke dalam PT. Bank BRI Syariah menjadi PT. Bank Sydndbnesia (BSI)
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diharapkan dapat menjawab berbatantangan pengembangekonomi dan industri keuangan
syariah di Indonesia guna mewujudkan Indonesia sebagai barometer perbankan syartdh dunia.

50 https://kumparan.com/anggitagustesumarsono/selamaatangbanksyariahindonesiapeluangdantantangan
mergerbanksyariak 1v5IIEOxbPJ/full (Diakses pada tanggal 30 Maret 2021).
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KESIMPULAN

Beranjak dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnyanskgdudukan hukum
ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia (perspsktiblogis dan yuridis), maka dalam
makalah ini dapat disimpulkan beberapa Aaapun beberapa kesimpulan tersebut diantaranya
sebagai berikut.

Pertama, kedudukan hukum ekaomcyariah dalam tata hukum khidonesia jika ditinjau
dalam perspektif sosiologis, maka hukum ekonomi syapatia dasarnya telah eksis dan
memperoleh dukungan luas dari masyarakat Indondgima Islam sebagai agama mayoritas
yang dianut oleh masyarakbidonesiaturut mendukung kegiatan ekonomi syariah sejak masa
lampau hingga saat idtamanya dalam kegiatan perbankan syariah dengan segala kekurangan
dankelebihannya yang telah berkontribusi positif dalam roda perekonomian di Indonesia.

Kedua, kedudukn hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indorjgsiaditinjau
dalam perspektif yuridis, maka hukum ekonomi syariah tefe&mperoleh legitimasi dan
kepastian hukum secara formal. Dalam halpeiembagaan hukum ekonomi syariah merupakan
salah satu éntuk konkretisasproses transformasi subsistem hukum ekonomi Islam menjadi
bagian yang utuldalam sistem hukum nasional. Lebih lanjut, sumber hukum dasar sebagai
sandaran ekonomi syariah di Indonesia adalah ketentuan ayat 1 Pancasdtedaran Pas&d
UUD 1945. Adapun landasan hukum tertulis dalam kontekkum ekonomi syariah di
Indonesia merujuk pada berbagai ketentysgrundangundangan dengan segala produk
peraturan hukum pelaksanaannya.

Ketiga, kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukumddinesiajuga tidak
terlepas dari pengaruh politik hukum. Adanya aspirasi umat Islamndibnesia yang
menghendaki pemberlakuan ekonomi syariah sebagai hukpomsitif juga harus
diimplementasikan dalam bentuk politik hukum. Dalam halpoijtik hukum menbantu untuk
melihat sejauh mana perkembangan ekonayariah di Indonesia. Baik, sebagai dasar
pertimbangan maupun pembahasanundampng atau ketentuan peraturan lainnya, bahkan
hingga dataranimplementasi hukum ekonomi syariah di Indonesiat. Saattetah terdapat
berbagai regulasi hukum yang mengatur tentang kegiatan ekonomi sydndbriisia saat ini.
Diantaranya Undantndang Zakat, Undargndang Wakaf, UndangUndang Perbankan
Syariah, UndandJndang Surat Berharga Syari&legara (SBSN), Undargndang Asuransi
yang mengatur tentang asurasgariah, UndangJndang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum
Ekonomi SyariahHimpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia {DSN
MUI) serta Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa &®uang

Dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengadaamg surut. Di
satu sisi terbuka peluang, namun pada sisi lain terdapahguoibatan. Animo masyarakat yang
tinggi disertai dukungan berbagai regulaskum di bidang ekonomi syariatiiharapkan dapat
mengatasi berbagtantangan yang terjadi. Meskipun demikian, diperlukan pula pengembangan
lanjutan terhadap regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam ramgiespon
kemajuan aktifitas ekonomi syariah saat ini.
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